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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas hasil penelitian yang ada pada bab-bab sebelumnya
tentang “Implementasi Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Mengenai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Kota

Malang.” Maka dapat ditarik kesimpulan akhir yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan dalam mengimplementasikan pasal 74 UU No 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan melakukan
tanggung jawab sosial perusahaan / CSR, dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu
bina lingkungan, bina sosial dan bina ekonomi. Di kota Malang sendiri
perusahaan banyak melakukan CSR mengenai bina lingkungan. Pada saat ini
pemerintah Kota Malang lebih banyak melakukan kerja sama dengan pihak
perusahaan dibidang pembangunan taman dan peningkatan luas wilayah RTH.
Pada periode pemerintahan tahun 2013-2018 Kota Malang mengalami
peningkatan luas wilayah RTH yang cukup signifikan, dimana mulai tahun 2013
hingga tahun 2015 sudah ada 4 pembangunan dan perenovasian taman di wilayah
Kota Malang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan data, bahwa Ruang Terbuka
Hijau (RTH) kota Malang masih kurang mencukupi dari target yang ditentukan
oleh UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yaitu RTH harus mencapai
30% dari luas wilayah. RTH 30% itu terbagi menjadi 2 bagian yaitu, RTH publik
20% dan RTH privat 10%, sedangkan Kota Malang saat ini masih mencapai

15,9% untuk RTH publik dan 12% untuk RTH privat. Mengingat Kota Malang
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masih memerlukan peningkatan RTH dan perusahaan sendiri memerlukan wadah
untuk melakukan implementasi pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, sehingga keduabelah pihak melakukan kerjasama yang saling
menguntungkan, baik bagi pemerintah Kota Malang maupun pihak Perusahaan.
Mengingat pentingnya sebuah peraturan yang tertuang secara tertulis dikaitkan
dengan melihat perkembangan CSR di kota Malang yang saat ini belum memiliki
Perda mengenai CSR yang dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan
tanggung jawab sosial / CSR.

Saat ini memang sudah ada UU yang mengatur tentang CSR yaitu UU No 40
Tahun 2007 Tentang Perseoan Terbatas, terkhusus pasal 74, namun UU yang ada
belumlah cukup memadai untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan CSR. Dalam
melakukan kerja sama pemerintah Kota Malang dengan perusahaan selalu diawali
dengan pembuatan MOU, dan didalam MOU salah satu pasalnya menjelaskan
bahwa isi dari MOU tetap berlaku walaupun yang menandatangani MOU ini
sudah tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing, yang selanjutnya akan
dilaksanakan oleh pejabat yang menggantikannya.

2. Pengawasan terhadap lingkungan berkelanjutan dalam hal ini yang dimaksudkan
ialah taman-taman yang ada di Kota Malang, yang pembangunannya melalui
program CSR, pengawasannya dilakukan secara bergantian. Bergantian yang
dimaksudkan adalah jangka waktunya, dimana setelah selesai pembangunan
taman hingga 3 bulan kedepannya masih menjadi tanggungjawab pengawasan
dari pihak perusahaan sebagai pemberi tanggung jawab sosial. Setelah 3 bulan
selesai terhitung dari rampungnya pembangunan, maka pengawasannya beralih
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kota Malang, pengawasannya

meliputi seluruh fasilitas yang terdapat dalam tiap tamannya.
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4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis berikan kepada
masyarakat Kota Malang maupun Pemerintah Daerah Kota Malang ialah sebagai berikut :

1. Diperlukan kesadaran dari berbagai pihak baik itu perusahaan, pemerintah daerah
Kota Malang maupun masyarakat secara luas, untuk dapat bekerja sama dalam
pembangunan lingkungan berkelanjutan di Kota Malang dengan tujuan
meningkatkan RTH kota Malang agar tercapai hingga 30% dari luas wilayah
Kota Malang, sesuai dengan ketentuan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang, selain itu diperlukan juga kerjasama yang baik dari masyarakat kota
Malang dan Pemerintah daerah kota Malang dalam merawat maupun menjaga
RTH, dalam hal ini yang ditujukan ialah taman dengan segala fasilitas yang
terdapat didalamnya.

2. Diperlukan pembuatan perda Kota Malang mengenai tanggung jawab sosial
perusahaan / CSR agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yang isinya dapat
mencantumkan mengenai kewajiban dan hak dari para pihak sampai pada sanksi
yang jelas dan tegas apabila ada pihak yang wanprestasi, karena didalam UU No
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam pasalnya yang ke 74 ayat (3)
tidak dilengkapi dengan sanksi yang jelas. Sehingga apabila ada perda Kota
Malang mengenai CSR secara lengkap serta jelas dengan sanksi yang diberikan
maka jika terjadi kerjasama antara pemberi tanggung jawab sosial dengan
penerima tanggung jawab sosial dalam hal kerjasama ini para pihak tidak ragu
karena memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan adanya dasar hukum yang jelas
mengenai CSR maka tidak menutup kemungkinan akan ada banyak pihak yang

ikut serta dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan di Kota Malang.
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